
IYOTA KESEPAHADIAN
AITTARA

I(AITTOR WILAYAII I(EMENTERIAJT HI'XUM
ST'LAWESI TEITGAII

DEI|GAI|
SEKOLI\H TIITq}I ILMU PERTAJTIAI{ IUUJAHIDIN TOLI-TOLI

Nomor zW24- 122 HM.OS.O4 Tahun 2026
lYomor : 78/STIP-M/TL[ fit I 2026

Pada hari ini Selara tanggal Dua Belar bulan Mel tahun Dua Rlbu Dua hrluh
Enan (12-os-2o261 bertempat di palu provinsi sulawesi rengah, kami yang
bertandatangan dibawah ini :

I. RAKHMATRENAIDY Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Hukum Nomor : M.HH-85.Kp.03.03
Tahun 2O24 yang berkedudukan dan berkantor
di Jl.Dewi Sartika No. 23 Palu, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian
Hukum, yang selanjutnya disebut pIIIAf
XESATU.

Pimpinan STIP Mujahidin Toli-toli berdasarkan
Surat Keputusan Pimpinan STIP 78/STIP-
M/TLI/IV/2026 berkedudukan dan berkantor di
Kampus STIP , dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Sekolah Tinggr Ilmu pertanian
Mujahidin Toli-toli yang selanjutnya disebut
PIIIAI( I(TI'UA.

PIHAr( xtsaru dan prHAtt xtrruA yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAr( sepakat untuk menanaat^rrgani Nota Kesepahaman ini danmelakukan kerjasama dalam pembangunan nasional khususnya di bidang
pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum, dengan ketentuan seb"grr berikut:l. undang-undang Nomor 3o rahun 2000 tentang Rahasia Dagang 

-(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2o0o Nomor 242, Taod.,ahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
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II. FITRITAH IITWANI

fr

TEI{TANG
PEITTELEIY(X}ARAArY FASILITASI I(EI(AYAAI{ INTELEKTUAL, ADMIIYISTRASI
ITUKUM Lurru' PEMBII$AAI| DAN/arau PENII{GI{ATAN rEsN)ARAr{ HUKUM



2. Undang-Undang Nomor 3l rahun 20o0 tentang Desain Industri (tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O0 Nomor 243, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

3. undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata ktak sirkuit
Terpadu (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

4. Undang-Undang Pembentukan Daerah ...;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2O1l tentang Bantuan Hukum (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 104, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabataa Notaris (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2o23 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang cipta Kerja menjadi Undang-undang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5599);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 176, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5922);

lo. undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
(lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2016 Nomor 252, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

11. undang-undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang pembentukan peraturan
Perundang-Undangan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 68Ol);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan perancang
Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan peraturan perundang-
Undangan dan Pembinaannya (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5729);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 2g rahun 201g tentang Kerja sama Daera_h
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201g Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

14' Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan
undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan
Perunda,g-Undangan (r..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,
Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015 tentang pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1330) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor l2o rahun 2018 tentang perubahan Atas peratura', Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201g Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Ta'rrun 2o2o tentangTata cara Keq'a
sama Daerah Dengan Daerah r,ain dan Kerja sama Daerah Dengan pihak
Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA prHAK dengan ini
sepakat untuk mengikatka] dlri satu dengan lainnya dalam Nota Kesepahaman
!9.t rre Penyelenggaraan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum
Umum, Pembinaan dan/atau peningkatan Kesadaran Hukum dengan ketentuan
sebaga i berikut:

Pasal I
MAI(SI'D DAIT TUJUAN

(1)

(2t

Maksud Nota KesepahuT* ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi
PARA PlrlAr( dalam rangka menjatin komunikasi dan koordinasi yang efektif
dan elisien tentang pembinaan dan peningkatan kesadaran hukurri sesuai
dengan tugas dan fungsi kelembagaan pARA PIHAJ(.
]u;."ry Nota Kesepahamgn i1i adalah meningkatkan dan menjalin hubungan
kelembagaan antara PARA prHAK dalam rangka penyelenggiaan Fasilitasi
Kekayaa, Intelektual, Administrasi Hukum u-r-, pembinaan dan/atau
Peningkatan Kesadaran Hukum.

Objek Nota Kesepahaman ini
Intelektual, Administrasi Hukum
Kesadaran Hukum.

Pasal 2
O&'EI(

yaitu Penyelenggaraan Fasilitasi Kekayaan
Umum, Pembinaan dan/atau peningkatan
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Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
a. peningkatan kesadaran hukum melalui :

1. penyuluhan hukum kepada masyarakat; dan
2. pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.b. pelaksanaan ke{a sama melalui ,

l. pengkajian dan penelitian hukum;
2. pembinaan, pendidikan, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; dan3. pembentukan produk hukum daerah.

9. Fasilitasi layanan Administrasi Hukum Umum;
d. Fasilitasi layanan dan/atau peningkatan p.-aha-a, dan pemanfaatan potensi

kekayaan intelektual melalui pemberdayaan klinik kekayaan intelektual; dane. peningkatan kompetensi dan pengembangan sumbei daya manusia yang
berada pada lingkungan pARA pIHAK melalui :
1. pertukaran data dan informasi; dan
2. pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pARA plHAK.

Pa:al 3
RUA"ITG LIIITGKTIP

Pasal 4
PELAIGANAAI{
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(l) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama berdasarkan
perencanaan kegiatan secara berkala oleh pARA pIHAK yang dituangkan ke
dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

(2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiaptahun dan hasil evaluasi tersebut akan digunak6n ssfagai masukan bagi
perencanaan program kerl'a selanjutnya.

Paral 5
.IAITGIIA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak ditandangani Nota Kesepahaman ini. -

(2) lota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (r) setelah PARA PIHAK - membicarakan secara
musyawarah dan mufakat.

(3) Apabila dilakukan .perpanjangan atau pengakhiran terhadap NotaKesepahaman ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri Nota
Kesepahaman ini harus menyampaikan permintaan secara teiulis kepada
pihak- lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini
berakhir atau dialhiri.



Pasal 6
PEMBIAYAAIT

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan
dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paeal 7
PEIWELFSAIAX PERSELISIIIAN

setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
akan diselesaikan bersama-sama dan sebaik-bailo:rya dengan cara musyawarah
untuk mufakat

Paral 8
ADDENDUM

(1) Hal-hal yang bel ,rn diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama
kemudian hari oleh PARA PIHAK dalam Amandemen dan/atau Addendum Nota
Kesepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini.

(2) Amandemen dan/atau Addendum Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan pARA ptHAK.

Paral 9
EIoRCE,f,,,.N,RE

(l) Apatila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau prce
mgiure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu
pelaksanaan tugas pekeg'aaa dengan persetujuan PARA plHAK.

(2) Yang termasuk force majure adalah :

a. bencana alam;
b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
c. keadaaan keamanan yang tidak mengizinkan.
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Paral 1O
I(ORESPOIIDEI{SI

(1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, pARA pIHAK sepakat dan
setuju untuk menunjuk PARA PIHAK di bawah ini selaku penanggung jawab
Perjanjian ini.

(2) setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan
Peq'anjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui
alamat atau kontak sebagai berikut:
PIIIAI( XTSATU
Aida Julpha Tangkere, S.H.,M.H.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah
Jalan Dewi Sartika Nomor 23 Palu, provinsi Sulawesi Tengah
Telp : O82192996511
Email : kanwilsulteng-a)kemenkumham. eo. id



PIIIAI( XTDUA
Serli, S.ft.,M.P
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Mujahidin Toli-toli
Jalan Dr. Samratulalgi No. 51 Tuweley, Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah
Telp : 082293066549
Email : serliibrahimO9@gmail.com

(3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) akan
diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

(4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling
lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pacal 1 I
PENUTTIP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh pARA pIHAK
dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA plHAK.

PIHAI( IIESATU
XIPAL/\ KAITfiIR WII"AYAII

KEMEITERIAIC HT'KT,I[ SULAWESI TEITGAH,
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RAKHMAT RENALDY
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PIHAI( TEDUA
PUUPII{AIT

SEKOL/UI TINGGT ILMU
PERTANIAIT MU.'AHIDII{


